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Keep it simple.
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peneliti memperoleh banyak pelajaran berharga tidak hanya dalam aspek penelitian
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RINGKASAN

Insad, April 2026, Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-

Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Negara Hukum
Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Uniersitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing Utama: Prof.Dr.H.M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum.

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara
serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia,
mekanisme perampasan aset selama ini masih didasarkan pada pendekatan conviction-
based asset forfeiture, yaitu perampasan yang dilakukan setelah adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Namun
dalam praktiknya, mekanisme ini seringkali menghadapi berbagai kendala yang cukup
signifikan, terutama ketika pelaku melarikan diri ke luar negeri, meninggal dunia
sebelum proses peradilan selesai, atau tidak dapat ditemukan keberadaannya. Kondisi
tersebut menyebabkan proses pemulihan aset negara menjadi tidak optimal dan bahkan
berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara. Selain itu,
kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi juga menjadi hambatan tersendiri
dalam proses perampasan aset, sehingga diperlukan suatu mekanisme alternatif yang
mampu menjawab berbagai kelemahan tersebut secara efektif dan efisien dalam
kerangka sistem hukum nasional.

Seiring dengan perkembangan hukum internasional, muncul konsep non-conviction
based asset forfeiture yang memberikan kemungkinan dilakukannya perampasan aset
tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Konsep ini telah
diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk dalam United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi oleh
Indonesia sebagai bagian dari komitmen global dalam pemberantasan korupsi.
Meskipun demikian, pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset tanpa
pemidanaan di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang komprehensif dan
terintegrasi. Beberapa ketentuan yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu
memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Hal ini menimbulkan
kekosongan norma serta potensi disharmoni dalam penerapan kewenangan antar
lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai
urgensi penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum nasional, termasuk bagaimana
pengaturannya dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan
perlindungan hak asasi manusia.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan
hukum perampasan aset di Indonesia serta mengkaji urgensi penerapan non-conviction
based asset forfeiture sebagai instrumen alternatif dalam pemulihan kerugian negara.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan
yang timbul dalam penerapan konsep tersebut, baik dari aspek normatif, kelembagaan,
maupun implementatif di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan perbandingan, penelitian ini berupaya memberikan analisis
yang sistematis dan mendalam terhadap isu yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset di Indonesia masih
belum optimal dan cenderung terbatas pada mekanisme berbasis pemidanaan, sehingga
diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi - guna
meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam rangka pemberantasan korupsi di
Indonesia.
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ABSTRAK

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, namun mekanisme yang
berlaku di Indonesia masih berbasis pemidanaan sehingga menghadapi berbagai
kendala dalam praktik, terutama dalam kondisi ketika pelaku tidak dapat dihadirkan
dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem hukum
yang ada, sehingga diperlukan alternatif mekanisme yang lebih efektif untuk menjamin
optimalisasi pemulihan aset negara. Salah satu konsep yang berkembang dalam hukum
internasional adalah non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa
harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan hukum perampasan aset di Indonesia serta mengkaji urgensi
penerapan konsep tersebut dalam sistem hukum nasional guna meningkatkan
efektivitas pemberantasan korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang bertujuan untuk
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.
Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi
hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan
aset di Indonesia belum mampu mendukung pemulihan kerugian negara secara optimal
karena masih terbatas pada mekanisme berbasis pemidanaan. Oleh karena itu,
penerapan non-conviction based asset forfeiture memiliki urgensi yang tinggi, namun
perlu diatur secara jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan
asas negara hukum, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif dan
berimbang.

Kata kunci: perampasan aset, korupsi, non-conviction based asset forfeiture,
pemulihan kerugian negara
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